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DISKRESI PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIK 
DARI DOKTER KEPADA PERAWAT 
DI KOTAWARINGIN TIMUR 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan gambaran pelimpahan wewenang 
tindakan medik dari dokter kepada perawat dan model diskresi yang ideal untuk mengatasi 
permasalahan pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat di 
Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode 
yuridis sosiologis dengan pendekatan masalah normatif dan empiris. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelimpahan wewenang tindakan medik dari 
dokter kepada perawat di Puskesmas Perkotaan dilakukan secara tertulis, terdapat Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang baku, dan terdapat form pelimpahan wewenang. Berbeda 
halnya dengan Puskesmas yang berada di Pedesaan, pelimpahan wewenang dilakukan secara 
lisan, Puskesmas tidak memiliki SOP baku, tidak memiliki form pelimpahan wewenang, 
bahkan tindakan medik sebagian besar dilakukan oleh perawat. Sedangkan Puskesmas 
terpencil pelimpahan wewenang dilakukan hampir sama dengan Puskesmas yang berada di 
Pedesaan. Model diskresi yang ideal untuk mengatasi masalah pelimpahan wewenang yang 
terjadi selama ini adalah memberikan pelatihan kompetensi tambahan tindakan medik kepada 
perawat dengan tujuan perawat mampu memberikan pelayanan tindakan medik terbatas 
sesuai dengan tugas dan wewenang yang tercantum dalam UU Keperawatan. 
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Abstact 
This research  aimed to describe the authority delegation of  medical action from 
doctors to nurses, and the ideal model to overcome the problems of the authority delegation 
of  medical action from doctors to nurses in the East Kotawaringin Central of  Kalimantan. 
This research used socio-juridical methode approach to normative and empirical issues. This 
type of research is qualitative descriptive. Data was obtained through interviews, observation 
and documentation. The results of this research revealed that the delegation of  medical 
action from doctors to nurses in the primary  health centers in the urban is done in writing, 
there are the Standard Operating Procedure (SOP), and the form of the authority delegation. 
Unlike the primary health centers that located in the countryside, the authority delegation is 
done verbally, there are not the Standard Operating Procedure (SOP), and the form of the 
authority delegation, even the medical action are mostly done by nurses. While the remote 
primary health centers the authority delegation is done almost same as the countryside 
primary health center. An ideal model to overcome the problem that occurred during the 
authority delegation is by providing an additional medical action competency training to 
nurses in order that the nurse is able to give the medical action sevice in accordance with the 
duties and authority that contained in the statute of Nursing. 
Keywords: Authority Delegation, Doctor, Nurse, Primary Health Centre 
 
1. Pendahuluan 
Kedudukan hukum kedokteran kesehatan menjadi bagian dari pertumbuhan ilmu 
hukum dan sebagai cabang hukum yang diharapkan dapat berkembang lebih jauh 
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menjadi sub bidang tersendiri hukum kesehatan dan hukum kedokteran termasuk 
teknologi kedokteran. Kemajuan pembidangan hukum yang demikian itu dapat terlihat 
pada hukum acara pidana menjadi beberapa bagian antara lain hukum pembuktian dan 
hukum kepolisian yang mengandung teknologi penegakan hukum.
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Berbicara mengenai profesionalitas kerja di dalam kemampuan dan kemapanan 
pendidikan berbasis kompetensi, pada akhirnya melahirkan standar di berbagai 
pendidikan kejuruan termasuk di dalamnya ada keperawatan, kebidanan dan rekam 
medik. Peningkatan mutu dan kualitas kemampuan serta ketrampilan ini digunakan 
untuk meningkatkan pelayanan, peran dan fungsi petugas kesehatan.
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Perawat sebagai salah satu tenaga paramedis yang bertugas memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Tugas utama perawat adalah 
memberikan pelayanan kesehatan atau memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan 
keterampilan dan keahlian yang dimilikinya. Perawat dalam memberikan pelayanan 
kesehatan terdapat beberapa peran. Pertama, perawat memiliki peran dalam mengatasi 
masalah yang dihadapi pasien. Kedua, perawat memiliki tanggung jawab dalam 
memberikan penyuluhan kepada pasien/klien. Ketiga, perawat memiliki peran dalam 
menjamin dan memantau kualitas asuhan keperawatan. Keempat, perawat memiliki tugas 
sebagai peneliti dalam upaya untuk mengembangkan body of knowledge keperawatan.
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Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengenai malpraktik 
keperawatan di Indonesia pada tahun 2010-2015 ada sekitar 485 kasus. Dari 485 kasus 
malpraktik tersebut, 357 kasus malpraktik administratif, 82 kasus perawat yang tidak 
memberikan prestasinya sebagaimana yang disepakati dan termasuk dalam malpraktik 
sispil, dan 46 kasus terjadi akibat tindakan medik tanpa persetujuan dari dokter yang 
dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyebabkan luka serta kecacatan kepada pasien 
atau tergolong dalam malpraktik kriminal dengan unsur kelalaian.
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Hubungan kolaborasi antara dokter dan perawat seringkali menjadi permasalahan 
yang kompleks. Secara historis, status perawat adalah panjang tangan dari dokter dalam 
                                                          
1 Lihat Bambang Poernomo dalam Muhammad Sadi, Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2015, hlm. 10 
2 Alexandria Indriyanti Dewi. Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008, hlm. 
307 
3 Arrie Budhiartie, Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, 
Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol. 11 No. 2, 2009, hlm. 45 
4 Data PPNI Dalam Mike Asmaria, Persepsi Perawat Tentang Tanggung Jawab dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter 
Kepada Perawat di Ruang Rawat Inap Non Bedah Penyakit Dalam RSUP. DR. M. Djamil Padang, Tesis, Padang: Universitas 
Andalas, Tahun 2016, hlm. 6 
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praktek medis, perawat melakukan tindakan berdasarkan dari instruksi dokter.
5
 Sehingga 
pada prakteknya, perawat seringkali hanya menjalankan perintah dokter dan tidak 
mempunyai batas kewenangan yang jelas. Apabila dulu perawat menjalankan perintah 
dokter, sekarang perawat diberi wewenang memutuskan dalam hal pelayanan kesehatan 
terhadap pasien berdasarkan ilmu keperawatan yang dimilikinya dan bekerjasama 
dengan dokter untuk menetapkan yang terbaik untuk pasien. Sehingga muncul paradigma 
bahwa perawat merupakan profesi yang mandiri, profesional serta mempunyai 
kewenangan yang proporsional. Kewenangan perawat merupakan kewenangan dalam 
melakukan tindakan asuhan keperawatan, sedangkan kewenangan melaksanakan 
tindakan medis hanya diperoleh apabila ada pelimpahan wewenang dari dokter. 
Hal yang paling umum terlihat adalah dari perbedaan etika medis dan etika 
keperawatan didasarkan pada kesamaan dua kata kerja dalam bahasa Inggris “to cure” 
dan “to care”. Tugas utama dokter adalah untuk menyembuhkan, yang meliputi diagnosa 
penyakit. Sedangkan perawat melengkapi kegiatan dokter dengan merawat. Tidak ada 
keraguan bahwa dua profesi ini saling melengkapi secara signifikan.
6
 Perawat memiliki 
kewenangan untuk melakukan praktek asuhan keperawatan sesuai dengan standar etik 
dan standar profesi yang berlaku. Pada prakteknya, perawat banyak menjalankan 
perintah dokter berupa tindakan medis. Tugas dokter tanpa adanya batasan yang jelas 
dengan tugas perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, pada akhirnya akan 
berdampak kepada kepuasan pasien pada pelayanan tenaga kesehatan di Puskesmas. 
Dengan kondisi seperti itu perawat dan dokter akan sangat berisiko untuk mendapat 
masalah hukum. Dasar hukum pelimpahan kewenangan/tugas dokter kepada perawat 
diatur pada Pasal 23 Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 dan juga  terdapat dalam 
Pasal 29 ayat (1) huruf e, dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat 
(6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Serta 
belum tersedianya petunjuk atau peraturan tentang jenis-jenis tindakan medis yang dapat 
dilakukan oleh perawat seringkali menyebabkan terjadinya tumpang tindih mengenai 
tugas asuhan keperawatan dan tugas yang merupakan pelimpahan dari kewenangan 
dokter. 
                                                          
5 Churchman & Doherty dalam Merav Ben Natan, Medical Staff Attitudes towards Expansion of Nurse Authority to 
Perform Peripheral Intra Venous Cannulation, International Journal of Carring Sciences. School of Health Profession, Tel 
Aviv University, Israel. Vol. 8, Issue 1, 2015, hlm.  70 
6 Jiri Simek, Specifics of Nursing Ethics, Faculty of Health and Social Sciences, University South Bohemia: Czech 
Republic, 2016, Vol. 18 Isuue 2 
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Roscoe Pound berpendapat bahwa tujuan hukum harus ditelaah dalam kerangka 
kebutuhan atau untuk kepentingan sosial. Di dalam golongan kepentingan sosial tercakup 
antara lain kepentingan akan keamanan umum, kehidupan pribadi, perlindungan terhadap 
moral, konservasi sumber-sumber daya serta kepentingan-kepentingan dalam 
perkembangan ekonomi, sosial, budaya. Sehubungan social jurisprudence itu, menurut 




Pendekatan secara fungsional para pejabat administrasi terutama di daerah harus 
senantiasa mengukur norma-norma hukum dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
(sosial, budaya dan sebagainya) berdasarkan efektivitasnya, bagaimana hukum dapat 
bekerja dalam kenyataan, sehingga apabila antara hukum sudah sesuai lagi dengan 
perkembangan sosial atau menjadi penghambat pembangunan atau bahkan belum ada, 
maka diharapkan bagi aparatur pemerintah harus berani untuk menyisihkan atau dengan 
inisiatifnya dapat menetapkan suatu kebijakan untuk mengatasi kesenjangan di atas. Oleh 
sebab itu bagi seorang aparatur negara baik dipusat maupun di daerah dapat dengan cepat 
atas inisiatifnya sendiri bertindak untuk dapat memenuhi keharusan tersebut, inisiatif ini 
dikenal dengan istilah kebebasan bertindak atau diskresi dalam bahasa Prancis dikenal 
dengan istilah freis ermessen.
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Melihat dari berbagai permasalahan di atas, peneliti tertarik mengangkat 
permasalahan diskresi pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada 
perawat. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pelimpahan tindakan 
medik dari dokter kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur dan 
bagaimana model yang ideal mengenai diskresi pelimpahan tindakan medik dari dokter 
kepada perawat. 
 
2. Metode Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis karena masalah yang 
akan diteliti tentang masalah keterkaitan antara hukum positif (undang-undang) terhadap 
faktor yang ada dalam pelaksanaan di lapangan mengenai bekerjanya hukum, khususnya 
bentuk pelimpahan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter kepada perawat dengan 
pendekatan masalah normatif dan empiris. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
                                                          
7 M. Faal Dalam Azmi Fendri, Kebebasan Bertindak Pemerintahan (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral 




Faktor yuridis dalam penelitian ini yaitu norma hukum mengenai peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur mengenai profesi perawat, profesi 
dokter dan praktik kedokteran. Sedangkan faktor sosiologis dalam penelitian ini adalah 
penerapan, praktik maupun pelaksanaan hukum tersebut dalam pelaksanaan pelimpahan 
tindakan medik dari dokter kepada perawat. 
Subjek dalam peneliti ini adalah kepala puskesmas, dokter dan perawat. 
Sedangkan objek pada penelitian ini adalah secara yuridis tindakan apa saja yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh dokter dan perawat 
ketika terjadi pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat, solusi untuk 
mengantisipasi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang dilakukan oleh dokter dan perawat terkait pelimpahan wewenang dari 
dokter kepada perawat di Puskesmas 
 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
3.1 Gambaran Pelimpahan Wewenang dari Dokter Kepada Perawat di 
Kotawaringin Timur 
Hubungan dokter dan perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada 
pasien merupakan hubungan kemitraan yang lebih mengikat. Dalam hubungan 
tersebut harus terjadi harmonisasi tugas, peran, tanggung jawab dan sistem yang 
terbuka. Hubungan dokter dan perawat juga memiliki hubungan hukum, karena 
pelimpahan wewenang baik delegasi maupun mandat yang diberikan dokter kepada 
perawat. Secara yuridis tanggung jawab berada pada dokter karena yang dilakukan 
perawat adalah instruksi dari dokter. 
Secara harfiah, dalam pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter 
kepada perawat hanya dapat dilakukan secara tertulis sesuai Pasal 32 Poin 1 UU No. 
38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Di samping itu jenis tindakan yang 
dilimpahkan harus jelas, sehingga yang dilimpahkan bersifat per kasus tidak bersifat 
secara general. Pelimpahan secara delegatif hanya dapat dilimpahkan kepada 
perawat yang memiliki kompetensi sesuai yang diperlukan dan pelimpahan secara 
mandat diberikan kepada perawat di bawah pengawasannya. Di sisi lain, dokter 
dalam melimpahkan wewenang tindakan medik harus disesuaikan dengan kondisi 
perawat tersebut, tentunya harus lebih diutamakan dilimpahkan kepada perawat 
senior yang sudah banyak memiliki pengalaman. Sehingga ketika terjadi pelimpahan 
wewenang tindakan medik dari dokter dapat berjalan dengan baik dan dapat 
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diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tindakan-tindakan harus 
dibedakan mana yang dilimpahkan secara delegatif dan secara mandat. Jadi, apabila 
pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dokter dan perawat akan 
sama-sama terlindungi oleh hukum dan tentunya masyarakat mendapatkan 
pelayanan dengan maksimal. 
Gambaran pelimpahan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter kepada 
perawat di Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah diperoleh 
dari hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas, dokter, perawat. Objek dalam 
penelitian ini adalah Puskesmas, yaitu: Puskesmas Baamang I, Puskesmas Cempaka 
Mulia, dan Puskesmas Ujung Pandaran 
3.1.1 Gambaran Pelimpahan Tindakan Medik di Puskesmas Baamang I 
Puskesmas Baamang I merupakan Puskesmas yang terletak di 
perkotaan. Puskesmas ini setiap harinya kunjungan pasien mencapai 100 
pasien, bahkan terkadang lebih dari itu.  Puskesmas ini memiliki 3 dokter 
umum, 1 dokter gigi, dan 17 perawat. Mekanisme pelimpahan wewenang 
tindakan medik dari dokter kepada perawat dilakukan secara tertulis, 
Puskesmas membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), dan jika 
perawat melakukan tindakan medis harus mendapat tugas limpah secara 
tertulis dari dokter. 
Berikut petikan wawancara dengan Kepala Puskesmas: 
“pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di puskesmas ini 
dilakukan secara tertulis, jadi setiap perawat kalau mau melakukan 
tindakan medis pasti sudah mendapat tugas limpah dari dokter secara 
tertulis. Di sini kami memiliki 3 dokter umum dan 1 dokter gigi, jadi 
untuk tindakan medis sepenuhnya kita berikan ke dokter, kecuali jika 
mendesak baru dilimpahkan ke perawat”9 
Mencermati petikan wawancara di atas, pelimpahan wewenang yang 
terjadi di Puskesmas Baamang I dilakukan sesuai dengan peraturan yang 
ada, bahwa pelimpahan harus dilakukan secara tertulis. Karena tenaga 
dokter di puskesmas tersebut mencukupi, maka peraturan perundang-
undangan yang mengatur tugas limpah dapat diterapkan. 
3.1.2 Gambaran Pelimpahan Tindakan Medik di Puskesmas Cempaka Mulia 
                                                          
9 Hasil Wawancara dengan Kepala Puskesmas Baamang I pada tanggal 3 Februari 2017 
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Puskesmas Cempaka Mulia merupakan Puskesmas yang terletak di 
pedesaan, lokasi Puskesmas pun juga strategis karena terletak di pinggir 
jalan raya dan di area tengah-tengah dari kecamatan tersebut. Puskesmas ini 
setiap harinya kunjungan pasien mencapai 50 pasien. Puskesmas ini 
memiliki 1 dokter umum dan 21 perawat. Puskesmas ini sangat kekurangan 
tenaga dokter. Mekanisme pelimpahan tindakan medik di Puskesmas 
Cempaka Mulia dilakukan tidak secara tertulis, tetapi hanya peraturan yang 
sifatnya lisan dari Kepala Puskemas, SOP ataupun form pelimpahan 
wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat ataupun bidan belum 
ada. 
Berikut petikan wawancara dengan Kepala Puskesmas: 
“puskesmas kami belum memiliki form pelimpahan tindakan medik, 
kadang perawat yang menegakkan diagnosa. Contohnya yang Anda 
lihat tadi, saya harus melayani pasien dulu di BP Umum karena 
dokternya lagi keluar ada kegiatan. Jika dalam keadaan darurat, 
misalnya ada korban kecelakaan dan saat itu tidak ada dokter maka 
kami akan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu via telepon, tetapi 
apabila dokter tidak mengangkat telepon maka akan kami lakukan 
tindakan seperti yang kami bisa. Di puskesmas kami pasien yang 
berkunjung rata-rata perhari 50 pasien. Untuk tindakan medis 
dilakukan dokter 20% dan 80% dilakukan oleh perawat, termasuk 
memberikan diagnosa dan memberikan resep obat kepada pasien”10 
Mencermati petikan wawancara di atas, hal tersebut termasuk miss 
management sehingga kesalahan tidak semata-mata dari tenaga kesehatan 
tetapi juga berdasarkan managementnya. Sebagai contoh SDM yang tidak 
mencukupi. Sebagian besar tindakan medis termasuk mendiagnosa dan 
memberikan resep obat dilakukan oleh perawat. 
3.1.3 Gambaran Pelimpahan Tindakan Medik di Puskesmas Ujung Pandaran 
Puskesmas Ujung Pandaran merupakan Puskesmas dalam kategori 
terpencil, karena terletak di ujungnya Kabupaten Kotawaringin Timur dan 
dekat dengan Kabupaten Seruyan. Puskesmas tersebut menjalankan 
pelayanan kesehatan sesuai kemampuan mereka dan tidak dapat 
menjalankan program-program apa yang diharapkan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten. Di Puskesmas Ujung Pandaran ini yang melayani pasien 
apabila berkunjung cukup satu orang saja. Misalnya dokter atau perawat 
                                                          
10 Hasil Wawancara dengan Kepala Puskesmas Cempaka Mulia pada tanggal 4 Februari 2017 
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yang melayani ketika ada pasien saat itu, maka tugas dari administrasi, 
anamnesa, mendiagnosa, meresepkan obat, mengambil obat semua 
dilakukan oleh satu orang tersebut. 
Berikut petikan wawancara dengan dokter puskesmas terpencil: 
“untuk pelimpahan wewenang tindakan medik, jika harus berdasarkan 
yang tertulis atau form atau peraturan Puskesmas yang mengatur 
pilimpahan wewenang kami tidak ada, jadi secara lisan saja. Memang 
perawat tidak boleh mengerjakan tugasnya doker tanpa adanya 
pelimpahan yang diserahkan oleh dokter. Tapi memang seperti ini 
keadaannya, jadi mau bagaimana lagi.”11 
Mencermati petikan hasil wawancara di atas, pelimpahan tindakan 
yang dilakukan oleh dokter kepada perawat dilakukan secara lisan serta 
tidak ada peraturan Puskesmas yang mengatur masalah pelimpahan 
wewenang tindakan medik tersebut. 
Menurut cecep dan Yulia, dokter dalam memberikan delegasi/pelimpahan 
wewenang kepada perawat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
12
 
a. Pengambilan keputusan oleh dokter tidak dapat didelegasikan, seperti tindakan 
menentukan diagnosa medis, pemberian/penentuan terapi, serta penentuan 
indikasi. 
b. Delegasi tindakan medis dapat dilakukan apabila dokter sudah merasa yakin 
bahwa perawat yang diberikan delegasi mampu melaksanakan tugas dengan 
baik. 
c. Pendelegasian harus dilakuakan dengan tertulis termasuk intruksi yang jelas 
mengenai pelaksanaannya, dan bagaimana melakuka tindakan apabila terjadi 
komplikasi dan sebagainya pada pasien. 
d. Dokter harus melakukan bimbingan dan pengawasan medis pada 
pelaksanaannya. Pengawasan tersebt tergantung pada tindakan yang dilakukan. 
e. Perawat yang menerima delegasi berhak menolak apabila merasa tidak mampu 
melakukan tindakan medis tersebut. 
Menurut penelitian yang dilakukan Dimitriadou et. al (2008) di Yunani, 
dalam hubungan kolaborasi antara dokter dan perawat seringkali dokter tidak 
                                                          
11 Hasil Wawancara dengan dokter di Puskesmas Ujung Pandaran pada tanggal 7 Februari 2017 
12 Cecep Triwibowo dan Yulia Fauziah, Malpraktik Etika Perawat: Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, 
Yogyakarta: Nuha Medika, 2012, hlm. 63 
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menganggap perawat sebagai profesi yang setara dengannya. Perawat perlu diakui 
sebagai profesi yang setara dalam perawatan kesehatan. Kesimpulan dari penelitian 
tersebut menunjukkan kolaborasi antara perawat dan dokter memiliki masalah, 
sedangkan kolaborasi antara sesama perawat memuaskan di Yunani.
13
 
Menurut data dari PPNI, di Indonesia pada tahun 2010-2015 terdapat sekitar 
485 kasus malpraktik yang dilakukan oleh perawat. Dari 485 kasus tersebut, 46 
kasus diantaranya terjadi akibat tindakan medik yang dilakukan oleh perawat tanpa 
adanya persetujuan dokter yang mengakibatkan luka serta kecacatan kepda pasien 
dan tergolong dalam malpraktik kriminal dengan unsur kelalaian.
14
 Pelayanan 
kesehatan maupun pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga yang tidak 
berkompeten sangat beresiko terhadap keselamatan pasien. Karena memberikan 
diagnosa medis serta menentukan terapi pengobatan bukan kompetensi yang dimiliki 
oleh perawat. 
Secara sosiologis keberadaan hukum tidak lepas dari konteks masyarakat 
yang akan diaturnya. Dalam hubungannya hukum dan masyarakat pembuatan dan 
keberadaan hukum tidak lepas dari cerminan masyarakatnya. Dalam memahami 
keberadaan hukum dalam masyarakat diperlukan suatu studi dengan pendekatan 
empirik yang memungkinkan dapat dilakukan pengamat dalam beroprasinya hukum 
di dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat.
15
 Berkaitan dengan mekanisme 
pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat di Kabupaten Kotawaringin 
Timur dianalisis menggunakan teori “Sistem Hukum” dari Lawrence M. Friedman 
yang terdiri dari Struktur hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum
16
. 
a. Struktur Hukum 
Struktur hukum adalah kerangka atau kerangkanya, bagian yang tetap 
bertahan, serta bagian yang memberi bentuk dan batasan secara keseluruhan.
17
 
Struktur hukum merupakan bagian yang menentukan bentuk dan batasan suatu 
sistem serta bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur 
                                                          
13 Dimitriadou, et al, Interprofessional Collaboration and Collaboration Among Nursing Staff Members in Northern 
Greece, International Journal of Caring Sciences, Nursing Department, Alexander Technological Education Institute 
of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Volume 1 Issue 3, 2008 
14 Data PPNI Dalam Mike Asmaria, Op. Cit., hlm. 6 
15 Absori, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2013, hlm. 77-
78 
16 Lawrence M. Friedman Dalam Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 107 
17 Achmad Ali dalam Zaenal Ma’arif, Politik dan Peradilan: Sikap dan Tanggapan Kekuasaan Eksekutif terhadap 
Putusan Pengadilan di Bidang Politik, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 83 
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hukum dalam penelitian ini adalah Dinas kesehatan dan Puskesmas yang 
merupakan bagian dari struktur institusi. 
Mencermati permasalahan yang kaitannya dengan pelimpahan 
wewenang dari dokter kepada perawat di Kabupaten kotawaringin Timur, Dinas 
Keseahatan Kotawaringin Timur telah mengarahkan kepada Puskesmas yang 
belum memiliki tenaga medis untuk melakukan koordinasi dan konsultasi 
dengan Puskesmas terdekat yang sudah memiliki tenaga medis serta pelimpahan 
wewenang yang dilakukan oleh dokter kepada perawat harus sesuai dengan 
prosedur. Mekanisme pelimpahan wewenang delegasi maupun mandat di 
Puskesmas terpencil maupun di pedesaan dilakukan tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan maupun peraturan Menteri Kesehatan. Hal 
tersebut didukung karena kurangnya tenaga dokter maupun tenaga kesehatan 
lainnya. Berbeda halnya jika Puskesmas tersebut berada di perkotaan, tenaga 
dokter, perawat, farmasi dan lainnya sangat mencukupi. Permasalahan inilah 
salah satu yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pelayanan kesehatan di 
perkotaan dan di pedesaan apalagi di daerah terpencil. 
Hal di atas hampir serupa dengan kejadian di Cina pada tahun 2010an, 
dimana penelitian dari berbagai bagian di Cina menunjukkan adanya 
ketimpangan geografis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. Pemberi layanan medis yang disediakan di daerah perkotaan jauh 
lebih baik daripada di daerah pedesaan. Masyarakat di Cina mengalami 
ketidakpercayaan kepada tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas, 




Puskesmas selaku bagian dari struktur institusi yang berada di perkotaan 
menjalankan pelaksanaan pelimpahan wewenang mengacu pada peraturan 
perundang-undangan. Seperti halnya memiliki SOP, dilakukan secara tertulis. 
Berbeda halnya Puskesmas yang berada di daerah terpencil maupun di 
pedesaan, Puskesmas tersebut tidak membuat peraturan khusus mengenai tugas 
limpah dan hanya menginstruksikan kepada perawat apabila tidak ada dokter di 
                                                          
18 Hassan, Ping Sun, Zhu Minmin, Shenhai Wei, Li Li, Evaluating community health centers in the City of Dalian, 
China: How satisfied are patients with the medical services provided and their health professionals, School of Public Health: Peking 
University, 2010, Vol 16, Issue 3 
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tempat, selanjutnya untuk melakukan tindakan medis dilakuukan semampunya, 
apabila merasa tidak mampu baru menghubungi dokter via telepon. 
b. Substansi Hukum 
Substansi hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang 
berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan 
dan aturan baku yang mereka susun. Substansi hukum juga mencakup hukum 
yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-
undang (law books).
19
 Substansi hukum yang termuat dalam produk undang-
undang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok 
tertentu. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan tidak responsif terhadap 
perkembangan masyarakat. Pada penelitian ini yang menjadi bagian dari 
substansi hukum adalah aturan atau norma yang mengatur tentang pelimpahan 
wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat. 
Mekanisme pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat di 
Puskesmas pedesaan dan terpencil dilakukan secara lisan dan tidak ada SOP 
atau protap baku yang ditentukan oleh Kepala Puskesmas maupun Dinas 
Kesehatan setempat. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan UU No. 38 
Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 32 Ayat (1) bahwa pelaksanaan tugas 
berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh 
tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan 
Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Pasal 23 Ayat (1) bahwa dokter atau dokter 
gigi memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada perawat 
dilakukan secara tertulis. Di sisi lain, hal yang sifatnya tindakan invasif, 
memberikan diagnosa medis serta penentuan terapi medis tidak boleh 
didelegasikan kepada perawat. 
Keterbatasan tenaga dokter pada Puskesmas yang berada di pedesaan 
maupun terpencil, hal tersebut mengharuskan perawat memberikan tindakan 
invasif, diagnosa medis serta pengobatan untuk pasien dan tentunya dilakukan 
tanpa adanya prosedur pelimpahan wewenang secara tertulis melainkan hanya 
lewat lisan. Mengacu pada UU Keperawatan Pasal 33, pelaksanaan tugas 
perawat dalam keadaan keterbatasan tertentu merupakan penugasan dari 
Pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis 
                                                          
19 Zaenal Ma’arif, Loc. Cit.,. hlm. 81 
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dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah perawat bertugas. Jadi, perawat 
dalam melaksanakan tindakan karena perintah jabatan atas kerugian atau 
kesalahan yang ditimbulkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai 
dengan KUH Pidana Pasal 51 Ayat (1) “barang siapa melakukan perbuatan 
untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana”.  
Satjipto Rahardjo mengutip Radbruch, menyatakan bahwa terdapat nilai 
dasar dari hukum, yaitu keadilan, kegunaan serta kepastian hukum.
20
 Apabila 
ketiga dasar hukum tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya  dalam 
penegakan hukum. Maka, yang harus diutamakan adalah keadilan. Mengingat 




Meninjau kembali masalah mengenai pelimpahan wewenang yang ada 
pada UU Keperawatan Pasal 29 ayat (1) huruf e, dimana tugas dan wewenang 
dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat berfungsi sebagai 
pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenanang.
22
 Kompetensi perawat 
dalam Pendidikan Profesional Keperawatan (Ners) tidak memasukkan 
kompetensi perawat dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan terbatas, 
darurat, serta keadaan keterbatasan tertentu, sehingga besar kemungkinan 
terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh perawat karena melakukan tindakan 
yang bukan kompetensinya.  
c. Budaya Hukum 
Budaya hukum merupakan sikap manusia dalam menjalankan hukum 
dan sistem hukum pada sebuah kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan dari 
hukum tersebut. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau di 
salahgunakan.
23
 Dalam penelitian ini, dilihat bagaimana budaya hukum 
diterapkan  yaitu bagaimana tenaga kesehatan menerapkan aturan-aturan yang 
sudah ditetapkan ke dalam peneyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas 
apakah sudah berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku dan efektik atau 
sebaliknya. 
                                                          
20 Satjipto Rahardjo dalam Zaenal ma’arif, Ibid. hlm. 82 
21 Zaenal Ma’arif, Ibid. 
22 Lihat UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 29 Ayat (1) huruf e 
23 Acmad Ali dalam Zaenal Ma’arif, Loc. Cit., hlm. 85 
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Perawat dalam memberikan tindakan medis yang berada di Puskesmas 
terpencil maupun di pedesaan dipandang sebagai hal yang wajar, karena hal 
tersebut sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh perawat yang bertugas di 
Puskesmas dalam melakukan tindakan medis seperti mendiagnosa serta 
meresepkan obat untuk pasien 
Untuk mengubah budaya hukum yang terjadi pada masyarakat, perlunya 
dipahami tentang nilai-nilai, tradisi, kebiasaan, dan segala sikap dominan yang 
berlaku pada semua aspek hidup masyarakat. Pemerintah harus memberi 
pemahaman tentang arti hukum dan peraturan itu sendiri bahwa tugas 
mendiagnosa medis serta memberikan resep obat merupakan wewenangnya 
dokter. 
Berdasarkan hukum administrasi wewenang dan tugas dokter maupun 
perawat dalam menjalankan perannya sesuai aturan yang berlaku. Tinjauan 
hukum administrasi pelimpahan wewenang dokter kepada perawat yang terjadi 
saat ini secara umum tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pada pelimpahan 
wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat harus didahului dengan 
surat keterangan pelimpahan wewenang yang ditandatangani oleh dokter 
sebagai pemberi tugas limpah wewenang dan perawat sebagai penerima limpah 
wewenang. Pada tahun 2008, Rismawan melakukan penelitian yang menyatakan 
secara hukum administrasi, pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter 




Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan sejatinya 
telah memberikan bentuk perlindungan hukum bagi perawat yang bertugas di 
daerah terpencil maupun pedesaan yang mana di tempat tersebut tidak ada 
tenaga dokternya. Pada Pasal 29 Ayat (1) huruf f perawat bertugas sebagai 
pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Kemudian diperjelas di 
Pasal 33 Ayat (1) pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf f merupakan penugasan 
pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau 
tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas. Pada Ayat (4) 
dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana 
                                                          
24 Cecep dan Yulia, Op. Cit., hlm. 64 
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dimaksud pada Ayat (1), perawat berwewenang: a) melakukan pengobatan 
untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis; b) merujuk pasien 
sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan; dan c) melakukan pelayanan 
kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian. 
Puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter dan tenaga farmasi, 
otomatis semua yang berkaitan dengan tindakan medis dan kefarmasian akan 
dilakukan oleh perawat. Dari hasil pengamatan di Kabupaten Kotawaringin 
Timur, di pedesaan dan di tempat terpencil beberapa Puskesmas yang sudah 
memiliki tenaga dokter, tindakan medis pun masih sering dilakukan oleh 
perawat mulai dari mendiagnosa hingga memberikan terapi obat-obatan. 
Bahkan di Puskesmas tersebut pelimpahan wewenang dilakukan secara lisan 
tanpa tertulis, protap-protap tindakan medis serta SOP di Puskesmas tersebut 
tidak tersedia. Dengan keadaan seperti ini peraturan Pemerintah belum dapat di 
jalankan di kawasan atau wilayah tertentu, sehingga mengakibatkan hukum 
tidak dapat menjangkau ke semua wilayah. 
Tujuan utama negara berkembang seperti negara Republik Indonesia 
adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam teori 
kenegaraan, negara Indonesia termasuk negara yang bertipe kesejahteraan 
masyarakat (welfare state type). Karena titik beratnya berada pada pemerataan 
kesejahteraan masyarakat, sehingga negara dituntut untuk berperan aktif dalam 
menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Terkait dengan mewujudkan sistem 
hukum yang efektif, sehingga perlu dilakukan lagi penataan kelembagaan 
hukum yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran 
hukum masyarakat yang terus meningkat. Hukum secara terus menerus harus 
diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka 




Menurut Max Weber ada wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang 
yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum 
tersebut dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditaati oleh 
masyarakat dan bahkan telah diperkuat oleh negara. Sedangkan wewenang resmi 
                                                          
25 Winda Wijayanti, Eksistensi hukum Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Selain Tenaga Kefarmasian Terhadap Hak 
Atas Pelayanan Kesehatan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3 September 2013, hlm. 521 
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yang sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini 
dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib 
yang tegas dan bersifat tetap.
26
 Pada Puskesmas di pedesaan dan di tempat terpencil, 
masyarakat ketika datang ke Puskesmas ia hanya minta dilayani dan tidak 
memperhatikan siapa dia yang melayani, apakah dokter atau perawat. Karena 
masyarakat pada umumnya tujuannya hanya untuk dapat dilayani dengan baik oleh 
petugas Puskesmas tersebut. Dalam hal ini, perawat yang selalu berada di 
Puskesmas ketika jam pelayanan apabila dokternya tidak ada di tempat, maka 
semula yang kewenangannya dokter seperti menentukan diagnosa medis dan 
memberikan terapi obat-obatan kini dilakukan oleh perawat bahkan sering tanpa 
adanya delegasi atau pelimpahan wewenang. 
Oleh sebab itu, perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat dengan mengedepankan asas kemanusiaannya harus dilindungi oleh 
hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan 
dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Menurut Roscou Pound, hukum 
merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of social engginering). Kepentingan 
manusia menurut Roscou Pound yang harus dilindungi hukum terbagi menjadi tiga 
kepentingan, yaitu kepentingan umum (public interest), kepentingan masyarakat 
(social interest), dan kepentingan individual (private interest).
27
 Sehingga perawat 
yang bertugas di Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat di luar kewenangannya harus dilindungi oleh hukum. Perawat dalam 
melakukan tindakan medis dan pengobatan dikarenakan tidak adanya tenaga dokter 
dan farmasi merupakan kewajiban perawat dalam menjalankan penugasan khusus 
yang  ditetapkan oleh pemerintah langsung. 
 
3.2 Model Diskresi Ideal Pelimpahan Tindakan Dari Dokter Kepada Perawat 
Penelitian ini mencoba menyusun gambaran model diskresi yang ideal mengenai 
pelimpahan tindakan medik dari dokter kepada perawat sehingga tenaga kesehatan dalam 
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal 
serta pemberi layanan kesehatan memiliki payung hukum dalam memberikan pelayanan 
kesehatan. 
                                                          
26 Max Weber dalam Salim dan Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada.,2016, hlm. 187-188 
27 Roscou Pound dalam Salim Erlies, Ibid.  hlm. 266-267 
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Menurut Sukindar, terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh perawat yang 
bertugas di Puskesmas daerah terpencil untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum 
pada saat menjalankan tugas, yaitu dengan cara tidak melakukan tindakan medis yang 
melebihi batas kemampuannya meskipun sudah adanya pendelegasian dari dokter. 
Sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh 
perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
28
 
Tidak adanya keberadaan ataupun kurangnya tenaga dokter dan apoteker pada 
Puskesmas di daerah terpencil maupun di pedesaan mengakibatkan peran perawat 
sebagai caring beralih fungsi melakukan peran curing, kondisi tersebut merupakan 
pemicu untuk memasukkan curing terbatas dan darurat untuk perawat ke dalam UU 
Keperawatan di atas. Kompetensi dalam Kurikulum Pendidikan Keperawatan 
Profesional terdapat kompetensi keterampilan klinik, dimana kompetensi perawat 
tersebut adalah berfokus kepada caring bukan curing. Akan tetapi kemampuan perawat 
dalam melakukan curing tidak didukung dalam kompetensi yang ada di dalam 
Kurikulum Pendidikan Keperawatan (Ners), serta hal tersebut akan mengakibatkan risiko 
terjadinya malpraktik dalam menjalankan tugas dan wewenang tindakaan medis dan 
pengobatan tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi dengan menghilangkan tugas 
dan wewenang perawat dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan terbatas, 
darurat dan keadaan keterbatasan tertentu atau dilakukan revisi dalam krikulum 
Pendidikan Profesional Keperawatan dengan memasukkan kompetensi dalam melakukan 
tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat, dan keadaan keterbatasan tertentu. 
Praktisi perawat atau Nurse Practitioners (NPs) dalam sebuah artikel di Jepang 
telah membuktikan kemampuan mereka dan memiliki izin untuk mengikuti pelatihan di 
banyak negara maju. Perawat memiliki peranan penting dalam sistem medis dikarenakan 
kekurangan dokter terutama di daerah terpencil. Misalnya di New York memungkinkan 
NPs untuk berlatih dengan perjanjian kerjasama, dokter hanya akan dibutuhkan untuk 
menanggapi apabila NPs tersebut berkonsultasi. Negara tersebut memberikan 
kewenangan penuh kepada NPs untuk meresepkan obat-obatan dan diganti dengan 
sebutan Medicaid pada tingkat yang sama seperti dokter. Di Belanda NPs telah menjadi 
bagian dari sistem kesehatan sejak tahun 2000. NPs memiliki latar belakang keperawatan 
dan dilatih di tingkat Master di “Praktik keperawatan maju”, yang melengkapi mereka 
                                                          
28 Sukindar, Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bertugas Tanpa Pendampingan Dokter Di Puskesmas 
Pembantu (Pustu), Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 35 No. 2, 2016, hlm. 150-151 
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Japanese Association of Nursing Programs in University (JANPU) dan Japanese 
Nursing Association (JNA) berharap untuk memperkenalkan NPs di Jepang. Dokter pun 
juga ingin memperkenalkan NPs untuk mengurangi beban kerja mereka. Tetapi, tidak 
ada cukup bukti untuk membuktikan perawat dapat berlatih secara mandiri. Di samping 
itu, beberapa dokter memiliki rasa takut untuk keselamatan pasien dengan 
mendelegasikan beberapa peran atau tugas mereka kepada perawat.
30
 
Perawat merupakan profesi yang menjadi garda terdepan dalam pemberian 
layanan kesehatan kepada masyarakat. UU Keperawatan mengatur dan mengizinkan 
perawat melakukan tindakan di luar kewenangannya, seperti melakukan tindakan medis 
dan pemberian obat, walaupun kompetensi tersebut tidak didapatkan oleh perawat dalam 
jenjang pendidikannya. Tupoksi perawat sendiri adalah memberikan asuhan keperawatan 
bukan melakukan tindakan medik yang bersifat invasif. Jika memang diharuskan 
melakukan tindakan di luar kewenangannya, tentu harus mendapatkan imbalan sesuai 
dengan resiko yang akan dihadapi oleh perawat. Melihat profesi lain yang satu payung 
lebih merdeka, tentunya perawat juga menginginkan seperti profesi lain yang memiliki 
regulasi yang jelas. Agar jelas hitam di atas putih tentang kewenangan, hak dan 
kewajiban perawat bukan menjadi tarik ulur kepentingan pihak lain. 
Berbeda halnya di Amerika Serikat, negara tersebut membentuk Dewan 
Keperawatan atau Board Of Nursing (BONS). Tugas BONS tersebut adalah melindungi 
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengawasan dan memastikan 
praktek keperawatan yang dilakukan oleh perawat dilakukan dengan profesional dan 
aman untuk masyarakat. Di samping itu, Nursing Practice Act (NPA) memberikan 
pedoman dan aturan parameter yang aman kepada perawat untuk bekerja melindungi 
pasien dari tindakan yang tidak profesional.
31
 Apabila di Indonesia, peraturan perundang-
undangan dengan jelas dan tegas memberikan batasan-batasan wewenang yang dimiliki 
dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya tentu akan membuat dokter, perawat dan 
tenaga kesehatan lainnya melakukan tindakannya sesuai dengan kompetensinya masing-
                                                          
29 Akiko Kondo, Advanced Practice Nurses in Japan: Education and Issues, Journal of Nursing and Care, Tokyo 
Women’s Medical University, Tokyo, Japan, 2013 
30 Ibid.  
31 Kathleen A. Russes, Nurse Practice Acts Guide and Govern Nursing Practice, Journal of Nursing Regulation, 
National Council of States Boards of Nursing, Chicago, Volume 3, Issue 3, 2012 
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masing dan akan berdampak dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 
karena dilakukan oleh tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya. 
Menurut Ford, “kebutuhan kesehatan yang belum terpenuhi di dalam masyarakat 
sehingga perawat dapat disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan 
memberikan fasilitas akses dan promosi yang berkesinambungan dan terkoordininasi”. 
Masalahnya adalah, bahawa peran perawat praktisi akan mengaburkan batas-batas 
wewenang kedokteran dan keperawatan hingga peran yang akan memperumit masalah 
serta peran yang akan dipertanyakan oleh kedua profesi tersebut. Pemerintah beserta 
pengatur kebijakan kesehatan didesak untuk membentuk desain kurikuler yang inovatif 
di pusat-pusat ilmu kesehatan dan meningkatkan dukungan keuangan untuk pendidikan 
keperawatan. Hal ini juga menganjurkan standarisasi lisensi keperawatan dan sertifikasi 
nasional dan mengembangkan praktek hukum model perawat yang dapat diteapkan di 
seluruh bangsa. Desakan untuk memberikan sertifikasi nasional untuk praktisi perawat 
juga dilakukan. Sebagai tanggapan dengan memuncaknya kekhawatiran atas pembatasan 
tindakan keperawatan, ANA menyarankan addendum untuk negara mengenai tindakan 
praktek perawat, yaitu “seorang perawat profesional juga dapat melakukan tindakan 
tambahan misalnya karena keadaan darurat atau kondisi khusus lainnya, yang bisa 
didapat dari pelatihan khusus, seperti diaki oleh profesi medis dan keperawatan sebagai 
yang tepat untuk dilakukan oleh seorang perawat profesional di bawah kondisi seperti di 
atas, meskipun tindakan tersebut diagnosis dan resep”.32 
Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan hukum diskresi (freies ermessen) 
untuk perawat Puskesmas yang berada di daerah terpencil ataupun di pedesaan. Diskresi 
tersebut merupakan segala aktifitas yang melibatkan proses pembuat kebijakan maupun 
pengambilan kepututusan atau tindakan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada 
ketentuan aturan atau undang-undang dengan berbagai pertimbangan yang matang, 
konstektual dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, dalam pembuatan 
kebijakan ataupun pengambilan keputsan tersebut yang lebih diutamakan adalah 




                                                          
32 Arlene W. Kelling, Historical Perspectives on an Expanded Role for Nursing, OJIN: The Online Journal of Issues in 
Nursing Volume 20, Number 2, Manuscript 2, 2015 
33 Aristoni, Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan 
Hukum Islam, Jurnal Penelitian, Lembaga Kajian Sosial dan Agama Tasamuh Institute Kudus: Jawa Tengah, Vol. 8 
No. 2 Agustus 2014, hlm. 228 
19 
 
Jadi, Dinas Kesehatan setempat ataupun pihak yang terkait perlu membuat 
kebijakan dengan memberikan kompentensi tambahan tindakan medik untuk perawat 
dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di atas. Dinas Kesehatan menunjuk 
beberapa dokter senior secara khusus untuk memberikan pelatihan tambahan berupa 
kompetensi tindakan medik untuk perawat dengan tujuan agar perawat mampu 
memberikan pelayanan tindakan medik terbatas sesuai dengan tugas dan wewenang yang 
tercantum dalam UU Keperawatan. Karena sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam 
Kurikulum Pendidikan Keperawatan Profesi tidak terdapat kompetensi melakukan 
tindakan medik terbatas. Perawat yang sudah mengikuti pelatihan hendaknya diberi 
sertifikat sebagai bukti bahwa perawat tersebut sudah mengikuti pelatihan tambahan 
kompetensi tindakan medik terbatas. Di sisi lain, dokter yang memberikan pelatihan 
tambahan tetap memiliki tanggung jawab serta melakukan pengawasan terhadap perawat 
yang sudah mendapatkan kompetensi tambahan tersebut. Bagaimanapun juga masyarakat 
memerlukan pelayanan kesehatan, karena kesehatan merupakan hak asasi manusia sesuai 
Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, kesehatan menjadi hak konstitusional setiap 




Pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat di Kotawaringin Timur untuk 
Puskesmas Perkotaan dilakukan secara tertulis, terdapat Standar Operasional Prosedur 
(SOP) baku, terdapat form pelimpahan wewenang, jika perawat melakukan tindakan 
medis dapat dipastikan bahwa sudah mendapat tugas limpah dari dokter secara tertulis. 
Berbeda halnya dengan Puskesmas yang berada di Pedesaan dilakukan secara lisan, 
Puskesmas tidak memiliki SOP baku, tidak memiliki form pelimpahan wewenang, 
bahkan tindakan medik sebagian besar dilakukan oleh perawat dikarenakan keterbatasan 
tenaga dokter. Sedangkan di Puskesmas daerah terpencil hampir sama dengan Puskesmas 
yang berada di Pedesaan. Ketika perawat yang ada di tempat saat pasien datang maka 
perawat tersebut yang melayani dari awal hingga akhir. Mulai dari administrasi, 
anamnesa, penentuan diagnosa medis, hingga penentuan terapi. Jadi, mekanisme 
pelimpahan wewenang tindakan medik yang terjadi di Puskesmas terpencil mapun di 
pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur secara hukum tidak dapat 
dipertanggungjawabkan, karena tidak sesuai dengan Pasal 32 Poin 1 UU No. 38 Tahun 
2014 tentang Keperawatan yang menyatakan pelimpahan wewenang tindakan medik dari 
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dokter kepada perawat hanya dapat dilakukan secara tertulis. Di samping itu, pelimpahan 
wewenang tindakan medik seharusnya dibedakan mana yang dilimpahkan secara 
delegatif dan secara mandat. Tetapi fakta di lapangan jenis tindakan yang dilimpahkan 
tidak jelas, karena tindakan yang dilimpahkan bersifat secara general tidak bersifat per 
kasus. 
Model untuk mengatasi permasalahan pelimpahan wewenang dari dokter kepada 
perawat adalah Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan hukum diskresi untuk 
perawat Puskesmas yang berada di daerah terpencil ataupun di pedesaan. Diskresi 
tersebut merupakan segala aktifitas yang melibatkan proses pembuat kebijakan maupun 
pengambilan kepututusan atau tindakan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada 
ketentuan aturan atau undang-undang dengan berbagai pertimbangan yang matang, 
konstektual dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas Kesehatan setempat ataupun pihak 
yang terkait perlu membuat kebijakan dengan memberikan kompentensi tambahan 
tindakan medik untuk perawat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di atas. 
Dinas Kesehatan menunjuk beberapa dokter senior secara khusus untuk memberikan 
pelatihan tambahan berupa kompetensi tindakan medik untuk perawat dengan tujuan 
agar perawat mampu memberikan pelayanan tindakan medik terbatas sesuai dengan 
tugas dan wewenang yang tercantum dalam UU Keperawatan. Sehingga perawat yang 
sudah mengikuti pelatihan diberi sertifikat sebagai bukti bahwa perawat tersebut sudah 
mengikuti pelatihan tambahan kompetensi tindakan medik terbatas. Di sisi lain, dokter 
yang memberikan pelatihan tambahan tetap memiliki tanggung jawab serta melakukan 
pengawasan terhadap perawat yang sudah mendapatkan kompetensi tambahan tersebut. 
Bagaimanapun juga masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan, karena kesehatan 
merupakan hak asasi manusia sesuai Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, 
kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab 
bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan 
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